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KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN

PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TbK

*

ii

NOMOR :

N o MOR : 052/BTS-D tR/ U zorl

TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKAST DTATAS SARAN+ DAN PRASARANA MH-|K

PEMERINTAH KOTA MAGEIANG DENGAN KONSEP JARINGAN BASE TRANCEIVERSTANOff
(Brs) M/cROCELL dan FTBER OPTIK

Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 (tujuh belas), bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas,
bertempat di Kota Magelang, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kota Magelang dengan PT" BaliTowerindo Sentra, Tbk oleh dan antara;

l. lr" H. SIGtT WIDyONtNDITO, MT Walikota Magelang, dalam hal ini bertindak
karena Jabatannya tersebut, dari dan olefi
karena itu bertindak untuk dan atas nama serta
sah rnewakili Pemerintah Kota Magetang
berkedudukan di Magelang, Jalan Jenderal
Sarwo Edhie Wibowo Nornor 2, tVlagelang Jawa
Tengah, untuk setanjutnya disebut plHAl(
PERTAMA"

ll. JAP OWEN RONADHT dan
ANNISUWARDT

Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama pT-

Bali Towerindo Sentra, Tbk dalam hal ini
bertindak karena Jabatannya tersebut, dari dan
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili pT. Bali Towerindo Sentra,
Tbk, yang anggaran dasarnya terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nonnor G4
tanggal 12 Juni ?:OLS, yang perubahannya telah
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disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik lndonesia di bawah
Nomor AHU-AH.01.03-0949391 tertanggal g Juli
201.5, berkedudukan di Badung dan berkantor di
Wisma Keiai Lantai 22 )alan Jend. Sudirman Kav.
3 iakarta Pusat untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA ptHAK"

PARA PlHAKterlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menuju Kota Magelang sebagai Sm'art Cify dalam bidang tnformatron
and Communications Technology maka diperlukan teknotogi yang sejalan dengan estetika
tata ruang kota dan dapat mendukung perkembangan pembangunan Kota Magelang;

2. Bahwa jaringan Base Tranceiver Stotion (BTS) Microcellmerupakan solusiyangtepat untuk
mencapai tujuan dimaksud;

3" Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk, tlomor 555/16 Tahun
70L5; Nomor 437/BTS-DlR/Vlll/2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di atas
Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah Kota Magelang dengan Konsep Bqse Transceiver
Station (BTS) Microcell dan Fiber;

4. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk kepada Watikota
Magelang, tertanggal 13 September 2016 terkait Perpanjangan Kesepakatari Bersama, pT.
Bali Towerindo Sentra, Tbk berkehendak melanjutkan kerjasama terkait penyelenggaraan
telekomunikasi dengan konsep Base Tranceiver Stotion (BTS) Microcel!dan fiber optik di
atas sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota Magelang dengan memperbatrarui
kembali Kesepakatan Bersama yang telah habis masa berlakunya d"ng.n Kesepakatan
Bersama yang baru;

5. Bahwa PIHAK KEDUA menyetujui untuk dibuat Kesepakatan Bersama tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi di atas Sarana dan Prasarana Milik pemerintah Kota
Magelang dengan Konsep Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan fiber optik guna
mendukung perkembangan pembangunan Kota Magelang dalam rangka rnenuju Kota
Magelang sebagai Smart Clfy dalarn bidang tnforrnation ond Communicotions TechnoloEy.6" Bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan jaringan Base Tranceiver Station (BTS) Micro cett di
atas prasarana dan/atau sarana Pemerintah Kota Magelang serta mengelolanya, yang
dapat digunakan oleh penyelenggara tefekornunikasi;

7. Bahwa jaringan Base Tranceiver Stotion {BTS) Microcell milik plFlAK KEDUA di atas
prasarana dan/atau sarana Pemerintah Kota Magelang dapat dimanfaatkan guna
kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai kapasitas yang tersedia.
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Dengan berdasarkan :

t. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil
dalam Lingkungan ProvinsiJawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4, Undang-Undang Nomor L Tahun 2004tentang perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang t'ata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Daerah;

8" Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang \vilaph
Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengetoldan Barang Mttik
Negara/Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerjasama Daerah;

tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelotaan
Barang Milik Daerah;

72. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Rr-lang
Wilayah Kota magelang Tahun ?.)t1.-ZO3L;

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan landasan hukurn dalarn
pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep Base Tranceiver
Stotion {BTS) Microcell dan fiber optik di atas sarana dan prasarana milik pemerintah Kota
Mlagelang.

(21 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah perikatan guna melakukan kesepakatan pARA
PIHAK secara tertulis dalarn mewujudkan kerja sama Penyelenggaraan telekomunikasi
dengan konsep Base Tranceiver Station {BTS) Microcelldan fiber optik di atas sarana dan
prasarana milik Pemerintah Kota Magelang yang diharapkan dapat mendukung
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perkembangan pembangunan Kota Magelang sebaga i Smart Cify dalam bidang lnformotion
o nd Co mm unicotio ns Tech n ol ogy 

"

Pasal 2

OBJEK

objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Komunikasi di atas sarana dan
prasarana milik Pemerintah Kota Magelang dengan konsep jaringan Eose TranceiverStatron (BTS)
Microcelldan fiber optik oleh PIHAK KEDUA"

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Pemanfaatan prasarana dan sarana PIHAK PERTAMA guna penyetenggaraan
telekomunikasi oleh PIHAK KEDUA;

b. Metode pembangun an Bose Tranceiver station (BTSI Micracell danfiber optik oleh plltAK
KEDUA;

Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep Bose Tranceiver Stotion (BTS) tvlicrocel{
dan fiber optik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Penyesuaian perencanaan penempatan Base Tronceiver stdtion {BTSI Microcel/ dan fiber
optik serta pembangunan tiang mikro seluler sesuai dengan kondisi tata ruang Kota
Magelang;
Pemanfaatan fasilitas Bose Tranceiver Station (BTS) Microcelldan fiber optik milik pIHAK
KEDUA yang berada di atas prasarana dan sarana Pemerintah Kota Magelang untuk
digunakan oleh PIHAK pERTAMA sesuai kapasitas yang tersedia;
Pengaturan corporote social Responsibil,fy (csR) dari ptHAK KEDT A sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 4
SUMBER BIAYA

Sumber Biaya Penyelenggaraan telekomunikasi dengan konsep Base Tranceiver station (BTs)
Microcelldan fiber optik menjadi beban dan tanggung jawab ptHAK KEDUAtermasuk di dalarnnya
kewajiban perizinan dan biaya lainnya"
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Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK. /

Pasal 6
PELAKSANAAN

Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, ditindaklanjutidengan Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemerintah Kota Magelang oleh PIHAK KEDUA dengan
tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku" ,

Pasal 7

LAIN,LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur atau perubahan -perubahan yang dianggap perlu dalanr
Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Perubahan atas Kesepakatan
Bersama (addendum) dan merupakan bagian tidakterpisahkan dari Kesepakatan Bersarna ini. ;

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya diberi materai
secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
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